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  ABSTRAK  - Dalam rangka memperbaiki perda sebelumnya yaitu Perda Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu maka dengan adanya 
Pembaharuan ini beberapa definisi umum dan beberapa perubahan lain 
yaitu bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut 
Retribusi IMB adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945; 
UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ke UU No. 9 Tahun 2015; 
Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011. 
 

  - Dalam peraturan daerah ini secara garis besar menjelaskan bahwasanya 
tujuan dibentuknya ada Perda ini yaitu adalah dimaksudkan untuk 
menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum dan melindungi 
kepentingan umum, serta, Peraturan Daerah ini dilakukan untuk 
menindaklanjuti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 
tanggal 20 Agustus 2018  

  -  Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (8, 20 /2018) 
  -  Penjelasan terdiri atas 1 halaman. 
 


